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BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR54 TAHUN 2023

TENTANG

PEOOMAN TEKNIS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAII

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAMA ESA 

BUPATI KARIMUN

: a. bahwa u n tu k  m claksanakan  kc tcn tuan  Pasal 6 ayat (l) 

Pcrat.uran Mentcri Pendayagunaan A para tu r  Negara Dan 

Rcformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 T ahun  

2021 ten tang  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pem erintah, m envebutkan  u n tu k  m claksanakan  evaluasi 

A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem crintah setiap pimpinan 

instansi pem erintah m enetapkan  kebijakan teknis evaluasi 

A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah di instansi 

m asing m asing berpedom an pada p e ra tu ran  m entcri ini;

b. bahwa berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana d im aksud  

dalam  h u ru f  a, perlu m ene tapkan  Pera turan  Bupati 

ten tang  Pedoman Teknis Evaluasi A kuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah;

: 1. U ndang-Undang Nomor 28 T ahun  1999 ten tang

Pcnyclonggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  1999 Nomor 75, T am bahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 53 T ahun  1999 ten tang 

Pem bentukan Kabupaten Pclalawan, Kabupaten Rokan 

Ilu lu , Kabupaten Rokan Hilir, K abupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, K abupaten K uantan  Singingi 

dan  Kota Bat.am (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun  1999 Nomor 181, T am bahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3902) yang  telah diubah 

beberapa kali tcrakhir  dengan U ndang-U ndang Nomor 34 

T ahun 2008 ten tang  Perubahan  Ketiga Atas Undang-



U ndang Nomor 53 T ahun  1999 ten tang  Pem bentukan 

K abupaten  Pelalawan, K abupaten  Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, K abupaten  Karimun, 

K abupaten  Natuna, K abupaten K uantan  Singingi dan  Kota 

Batam  (Lembaran Negara Republik Indonesia  T ahun  2008 

Nomor 107, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2003 

Nomor 47, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);

4. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tang

P erbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2004 ten tang 

Pem eriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  T ahun  2004 

Nomor 66, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang

Pem erin tahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah 

d iubah  beberapa kali, terakhir  dengan U ndang-Undang 

Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  P e rubahan  Kedua Atas 

U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 Tentang

Pem erin tahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun  2014 ten tang

Administrasi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  2014 Nomor 292, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2022 ten tang  H ubungan  

Keuangan Antara Pcm crintah P usa t dan Pem erin tahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2022
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Nomor 2, T am bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5767);

9. P era tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2006 ten tang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2006 Nomor 

25, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);

10. P era tu ran  Pem erintah Nomor 12 T ah u n  2017 ten tang

Pem binaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan 

Pem erin tahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  2017 Nomor 73, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. P era tu ran  Pem erintah Nomor 17 T ah u n  2017 ten tang

Sinkronisasi Proses Percncanaan  d an  Penganggaran 

Pem bangunan  Nasional;

12. Pera turan  Pem erintah Nomor 18 T ahun  2016 ten tang

Perangkat; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2016 Nomor 114, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga im ana  telah d iubah  

dengan  Pera turan  Pem erintah Republik Indonesia  Nomor 

72 T ahun  2019 ten tang  P e rubahan  Atas Peraturan  

Pemerintah Nomor 18 T ahun  2016 ten tang  Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 

Nomor 187, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6402);

13. Pera turan  Presiden Nomor 81 T ahun  2010 ten tang  Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

14. P era tu ran  Presiden Nomor 29 T ahun  2014 ten tang  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 80);

15. Pera turan  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun  2015 

ten tang  Pem bentukan  Produk H ukum  Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia T ahun  2015 Nomor 2063) 

sebagaim ana  telah d iubah  dengan P e ra tu ran  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 T ahun  2018 ten tang  Perubahan  

Atas Pera turan  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun

3



2015 tcn tang  Pem bentukan  Produk H ukum  Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia T ahun  2018 Nomor 157);

16. P era tu ran  Menteri Pendayagunaan  A para tu r Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 T ah u n  2021 ten tang  

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (Berita 

Negara Republik Indonesia T ahun  2021 Nomor 1569);

17. Pera turan  Bupati Karimun Nomor 97 T ahun  2022 ten tang 

S u s u n a n  Organisasi dan  Uraian Tugas Inspektora t Daerah 

Tipe A (Berita Daerah K abupatcn  Karimun T ahun  2022 

Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Pera turan  Bupati ini yang d im aksud  dengan:

1. Daerah adalah  K abupaten  Karimun.

2. Pem erintah Daerah adalah  Pem erintah K abupaten Karimun.

3. Bupati adalah  Bupati Karimun.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah yang se lan ju tnya  disingkat AKIP 

adalah  pertanggungjaw aban dan  peningkatan  kinerja instansi pemerintah 

melalui im plem entasi Sistem A kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Evaluasi AKIP adalah  aktivitas analisis yang sistem atis , pem berian  nilai, 

a tribut, apresiasi, dan  pengenalan perm asa lahan , serta  pem berian solusi 

a ta s  m asalah  yang d item ukan  guna pen ingkatan  akun tab ili tas  dan 

peningkatan  kinerja instansi pem erintah.

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah, yang se lanjutnya 

disingkat SAKIP ada lah  rangkaian  sistem atik  dari berbagai aktivitas, alat, 

dan prosedur yang d irancang  u n tu k  tu juan  penetapan  dan  pengukuran , 

pcngum pulan  da ta , pcngklasifikasian, pengikhtisaran , d an  pclaporan 

kinerja pada instansi pem erintah, dalam  rangka pertanggungjaw aban dan 

peningkatan  kinerja instansi pem erintah.
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7. Aparat Pengaw asan Intrcn Pem erintah yang se lan ju tnya  disingkat APIP 

adalah  Inspektora t D aerah K abupaten Karimun.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah  

u n su r  perangkat daerah  pada  Pem erintah Daerah yang m elaksanakan  

U rusan  Pem erintah Daerah.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan  evaluasi AKIP secara um um  bertu juan  u n tu k  m engetahui 

sejauh m ana  SAKIP d ilaksanakan  dalam  m endorong peningkatan  

pencapaian  kinerja yang tepat sa sa ran  dan  berorientasi hasil pada 

Instansi Pem erintah.

(2) Pelaksanaan  evaluasi AKIP sceara k h u su s  bertu juan  un tuk :

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

b. menilai tingkat im plem entasi SAKIP;

c. menilai tingkat akun tab ili tas  kinerja;

d. m em berikan saran  perbaikan u n tu k  peningkatan AKIP; dan

e. m em onitor tindak lanjut rekom endasi hasil evaluasi periode 

sebelum nya.

Pasal 3

Ruang lingkup P e ra tu ran  Bupati ini adalah  pe laksanaan  evaluasi AKIP.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 4

(1) APIP m elaksanakan  evaluasi AKIP.

(2) Pelaksanaan  evaluasi AKIP sebagaim ana d im aksud  ayat (1) d ilakukan 

setiap tah u n .

(3) Evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilakukan  oleh tim 

evaluator yang d iben tuk  pim pinan APIP.

(4) Dalam m elaksanakan  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3), APIP 

dapa t  m enggunakan  in s trum en  evaluasi be rupa  kerja evaluasi AKIP.

(5) In s trum en  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4) d isu su n  setiap 

tah u n  oleh p im pinan  APIP dan  d isam paikan  kepada sc luruh  OPD 

sebelum evaluasi AKIP d ilaksanakan .
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Pasal 5

Pelaksanaan evaluasi dan  p enyusunan  in s trum en t evaluasi AKIP mengacu 

pada pedom an sebagaim ana tercan tum  dalam  Lam piran yang m erupakan  

bagian tidak te rp isahkan  dari P era tu ran  Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Pada saa t  P e ra tu ran  Bupati ini mulai berlaku, segala produk h ukum  

Pemerintah D aerah yang m engatu r ten tang  Pedom an Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah sebelum nya, 

d icabut dan  d inya takan  tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan  Bupati ini m ulai berlaku  pada tanggal d iundangkan .

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  Peraturan  

bupati ini dengan penem patannya  dalam  Berita Daerah.

D itetapkan di T anjung  Balai Karimun 

p a d a tan g g a l  16 A gustus 2023

D iundangkan di T anung  Balai Karimun 

pada tanggal 16 A gustus 2023

KABUPATEN KARIMUN,

MUHD FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 54
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LAM PI RAN
PERATURAN BUI3ATI KARIMUN 
NOMOR 5 4  TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAU

PEDOMAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan  akun tab ili tas  kinerja m erupakan  salah  sa tu  strategi yang 

d ilaksanakan  dalam  rangka m em pcrcepat pe laksanaan  Reformasi 

Birokrasi, u n tu k  m cw ujudkan  pem erin tahan  yang bersih dan  akuntabel, 

pem erin tahan  yang kapabcl, serta  m eningkatnya kualitas  pelayanan 

publik kcpada m asyarakat. Sesuai dcngan P e ra tu ran  Prcsidcn Nomor 29 

T ahun  2014, Sistcm Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (SAKIP) 

m erupakan  rangkaian  sistcm atik  dari berbagai aktivitas, alat, dan  

prosedur yang d irancang  u n tu k  tu juan  penc tapan  dan  pengukuran , 

pengum pulan  data , pengklasifikasian, pengikhtisaran , dan  pelaporan 

kinerja pada instansi pem erintah, dalam  rangka pcrtanggungjaw aban dan 

pcningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk m engetahui sejauh m ana im plem entasi SAKIP d ilaksanakan , 

serta  u n tu k  m endorong peningkatan  pencapaian  kinerja yang tepat 

sa sa ran  dan  berorientasi hasil, m aka perlu d ilakukan  evaluasi AKIP atau  

evaluasi a ta s  implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini d iharapkan  dapat 

m endorong setiap  OPD pem erintah daerah  u n tu k  berkom itm en dan  secara 

konsisten m eningkatkan  implementasi SAKIP dalam  m ew ujudkan  capaian  

kinerja (hasil) yang telah d irencanakan .

Pe laksanaan  evaluasi AKIP h a ru s  d ilakukan  dengan sebaik-baiknya. 

Untuk itu, d iperlukan  su a tu  pedoman evaluasi AKIP yang d ap a t  dijadikan 

panduan  bagi para  evaluator. Pedoman ini d isu su n  dengan m aksud  u n tu k  

m em berikan pe tun juk  um um  dalam  rangka evaluasi AKIP, yang berisi 

ten tang  metode evaluasi, m ekanism e pe laksanaan  evaluasi, dan  pelaporan 

hasil evaluasi.
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B.Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dcngan pcrum usan  tu juan  evaluasi, kem udian  

dilan ju tkan  dengan  pen en tu an  ru an g  lingkup evaluasi, perancangan  

desain evaluasi, m en en tu k an  m ekanism e pe laksanaan  evaluasi, kem udian  

diakhiri dengan  pelaporan dan  pengom unikasian  hasil evaluasi. Kerangka 

logis evaluasi AKIP secara um um  d ap a t d igam barkan sebagai berikut:

PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI

PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

PELAPORAN DAN PENGKO MU NIK ASIAN 
HASIL EVALUASI

C.Tujuan Evaluasi AKIP

Secara u m u m  tu ju a n  evaluasi AKIP adalah  u n tu k  m engetahui sejauh 

m ana  im plem entasi SAKIP d ilaksanakan , serta  u n tu k  m endorong 

peningkatan  pencapaian  kinerja yang tepat sa sa ran  dan  berorientasi hasil, 

sehingga d ih a rap k an  dapat m endorong setiap OPD Pem erintah Daerah 

u n tu k  berkom itm en dan  secara  konsisten  m ew ujudkan  capaian  kinerja 

(hasil) yang telah d irencanakan  melalui implementasi SAKIP.

Tujuan  evaluasi AKIP secara k h u su s  d a p a t  d iten tukan  setiap tah u n  

sesuai dengan  kebijakan a ta s  im plem entasi SAKIP yang ditetapkan. 

T ujuan dan  S asa ran  evaluasi sangat bergan tung  pada  para  pihak 

pengguna hasil evaluasi dan kebijakan Bupati u n tu k  m elakukan  evaluasi 

dengan m em pertim bangkan  berbagai kendala  yang ada. T u juan  k h u su s  

d ilakukannya  evaluasi AKIP setiap tah u n n y a  adalah  minimal un tuk :

1. Memperoleh informasi ten tang  implementasi SAKIP;

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilai t ingkat akun tab ili tas  kinerja;
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4. Memberikan sa ran  perbaikan u n tu k  peningkatan  im plem entasi SAKIP; 

dan

5. Memonitor tindak  lanjut rekom cndasi hasil evaluasi periode ebelumnya.

D .Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP d ilaksanakan  olch Tim evaluator yang d iben tuk  oleh 

pim pinan APIP. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi te rhadap  

implementasi SAKIP mulai dari pe rencanaan  kinerja jangka  m enengah, 

dan  pereneanaan  kinerja jangka  pendek, te rm asuk  penerapan  anggaran 

berbasis kinerja, penguku ran  kinerja, dan  monitoring pengelolaan da ta  

kinerja, sam pai pada  pelaporan hasil kinerja, se r ta  evaluasi a ta s  

pencapaian  kinerja.

Dalam penerapannya , ruang  lingkup evaluasi AKIP m encakup , an ta ra

lain:

1. Pcnilaian kua litas  perencanaan  kinerja yang se laras yang akan  dicapai 

u n tu k  m ew ujudkan  hasil yang berkesinam bungan;

2. Penilaian penguku ran  kinerja berjenjang dan  berkc lan ju tan  yang telah 

menjadi k e b u tu h a n  dalam penyesuaian strategi dalam  m encapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang m enggam barkan  kualitas  a ta s  

pencapaian  kinerja, baik keberhasilan /kegagalan  kinerja serta  upaya 

p e rb a ik an /p e n y em p u rn aa n n y a  yang m em berikan  dam p ak  besa r  dalam  

penyesuaian s tra teg i/keb ijakan  dalam  m encapai k inerja  berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akun tab ili tas  kinerja in ternal yang m em berikan kesan  

nyata (dampak) dalam  peningkatan  im plem entasi SAKIP u n tu k  

efektifitas dan  efisiensi kinerja, te rm asuk  a ta s  penilaian capaian  kinerja 

baik o u tp u t  m au p u n  outcom e serta  kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP d ap a t d ilaksanakan  setiap tah u n  sesuai dengan 

k e b u tu h an  penilaian regional te rhadap  im plem entasi SAKIP. Pertim bangan 

u tam a  dalam  m enen tukan  ruang  lingkup evaluasi AKIP adalah  

kem udahan  dalam  pc laksanaan  dan  d u k ungan  sum ber  daya yang 

tersedia. Pertim bangan ini m erupakan  konsekuensi logis ka rena  adanya 

ke te rba tasan  sum ber  daya sehingga ruang  lingkup d ap a t  d isesuaikan .
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BAB II

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjaw aban kincrja yang d iungkapkan  dalam 

dokum en laporan kinerja bukan lah  m erupakan  sa tu -sa tu n y a  informasi yang 

d igunakan  dalam  evaluasi AKIP. Perencanaan  kinerja  perlu menjadi 

perhatian  u tam a  dalam  evaluasi AKIP d ian ta ranya  dengan melihat 

pe rubahan  yang lebih baik dalam perencanaan  kinerja be rdasa rkan  hasil 

kinerja sebelum nya. Informasi terkait kinerja lainnya d ap a t  d igunakan  dalam 

analisis evaluasi AKIP, juga  te rm asuk  berbagai hal yang d ap a t  d ihim pun 

guna m engukur keberhasilan  a tau  pun kcunggulan instansi.

C akupan  informasi jika dilihat dari kcpentingan p ihak-p ihak  pengguna 

informasi hasil evaluasi, a n ta ra  lain:

1. Informasi u n tu k  m engetahui tingkat k em a ju an /p e rk em b an g an  (progress);

2. Informasi u n tu k  m em ban tu  agar tetap  berada  pada  a lu rnya  (efektif); dan

3. Informasi u n tu k  m eningkatkan  efisiensi.

Kendala-kendala yang secara  um um  dihadapi oleh evaluator dalam  

m elaksanakan  evaluasi AKIP a n ta ra  lain sem pitnya w aktu , terbatasnya 

anggaran, m inim nya o ra n g /a p a ra tu r  yang kom peten, ja u h n y a  lokasi, dan  

kurangnya fasilitas p en d ukung  pe laksanaan  evaluasi. Sesuai dengan 

perkem bangan jam an , salah  sa tu  cara  m udah  m engatasi hal-hal tersebut 

adalah  dengan m em bangun  sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis  web. 

Namun demikian, pers iapan  yang m atang  sebelum m elaksanakan  evaluasi 

m erupakan  sa lah  sa tu  s tra teg i/upaya  yang h a ru s  d ilakukan  u n tu k  menjaga 

kualitas  evaluasi, ya itu  dengan m enyusun  desain  evaluasi yang optimal agar 

pe laksanaan  evaluasi d ap a t  berjalan dengan m aksim al.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jen is  informasi yang 

perlu d isesuaikan  dengan tu juan  evaluasi, misalnya: dcskripsi, pertim bangan 

profesional {judgement), dan  in terpretasi. Je n is  pem bandingan  yang akan  

dilakukan h a ru s  d isesua ikan  dengan jen is  penilaian (penilaian 

ke layakan/progress , penilaian efektivitas, dan  evaluasi efisiensi) yang 

masing- m asing m em erlukan jen is  pem bandingan  yang berbcda, sehingga 

m em erlukan desain  evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam  desain  evaluasi yang h a ru s  d ipertim bangkan 

secara spesifik dalam  pengum pulan  informasi, a n ta ra  lain:

1. Je n is  informasi;

2. Sum ber informasi;

3. Metode pengum pulan  informasi;

4. W aktu dan frekuensi pengum pulan  informasi; dan
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5. Pem bandingan hasil analisis  informasi (dam pak a ta u  h u b u n g an  sebab- 

akibat).

B erdasarkan  pertim bangan  di a tas , desain  evaluasi AKIP yang perlu 

d ibentuk se tidaknya m em enuhi k cb u tu h an  berikut:

A. Sum ber Daya, Instrum en , dan  Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian  evaluasi AKIP b e rtu juan  u n tu k  m em pers iapkan  

k e b u tu h an  sum ber  daya m an u s ia  (SDM) evaluator, p e rencanaan  evaluasi, 

pe laksanaan  evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1. K ebutuhan  SDM Evaluator

Hal terpenting  dalam  evaluasi AKIP ada lah  ketersed iaan  SDM yang 

m em enuhi persyara tan  sebagai evaluator sesuai dengan  s ta n d a r  dan  

kode etik evaluator. Dengan sem akin banyak  SDM yang m em enuhi 

s ta n d a r  dan  m em atuh i kode etik, akan  te rben tuk  tim yang berkualitas 

yang d ap a t  menjadi pemicu u tam a  keberhasilan  m ew ujudkan  hasil 

evaluasi AKIP yang berkualitas. S u su n an  tim evaluasi minimal terdiri 

atas:

a. Penanggung Ja w a b  d a n /a t a u  Wakil Penanggung Jaw ab

b. Pengendali Teknis

c. Ketua Tim

d. Anggota Tim

2. Perencanaan  Evaluasi AKIP

Perencanaan  evaluasi AKIP m erupakan  kunci penting dalam  

keberhasilan  pe laksanaan  evaluasi, ka rena  m em berikan  kerangka kerja 

(fram ew ork) bagi se lu ruh  tingkatan m anajem en evaluasi dalam 

m elaksanakan  proses evaluasi. Secara  garis besar, te rdapat beberapa 

hal penting yang perlu d ipertim bangkan dalam  perencanaan  evaluasi 

AKIP, yaitu:

a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;

b. Pemilihan pertanyaan  evaluasi yang penting;

c. Identifikasi informasi yang akan  dihasilkan; dan

d. Identifikasi sistem  kom unikasi dengan p ihak  yang terkait.

B erdasarkan  hasil dari perencanaan  evaluasi, evaluasi AKIP dapat 

dikategorikan kedalam  beberapa tingkatan  evaluasi, yaitu:

a. Evaluasi Sederhana  (desk evaluation)

Evaluasi AKIP sederhana  d ilakukan  hanya  dengan m enelaah 

dokum en a ta u p u n  informasi lain yang tersedia a ta s  implementasi 

SAKIP, tan p a  menguji kebenaran  a ta s  pem buktian  di lapangan 

melalui reviu a ta u  w aw ancara langsung kepada evaluatan.
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Evaluasi ini d ap a t  meliputi pengungkapan  dan  penyajian 

informasi kinerja dalam  dokum en Laporan Kinerja, dokum en  Rencana 

Strategis, dokum en Perjanjian Kinerja, dengan m elakukan  telaah 

m isalnya, kesclarasan  a n ta r  kom ponen dalam  pe rencanaan  strategis, 

logika pe laksanaan  program, dan  logika strategi pem ecahan  m asalah  

yang d iren c an a k an /d iu su lk a n ,  serta  keberhasilan /kegagalan  

pencapaian  kinerja.

b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini m enggunakan  langkah-langkah  pada  evaluasi 

sederhana , hanya  saja d itam bah  dengan berbagai konfirmasi, 

pengujian, dan  penelitian te rba ta s  pada  kom ponen akun tab ili tas  

kinerja te rten tu , m isalnya evaluasi u n tu k  m engetahui tindak  lanjut 

a ta s  rekom endasi hasil evaluasi AKIP scbelum nya a ta u  evaluasi u n tu k  

m engetahui akun tab ili tas  kinerja yang te rb a ta s  pada penelitian, 

pengujian, dan  pcnilaian a ta s  kinerja pe laksanaan  program tertentu.

e. Evaluasi Mendalam (in dep th  evaluation  a ta u  d isebu t “Evaluasi” saja) 

Evaluasi ini m erupakan  pendalam an  dari evaluasi sederhana  

dan  evaluasi te rba ta s  yang d itam bah  dengan pengujian dan  

pem buktian  di lapangan, baik dari praktik  nyata  a ta s  implementasi 

SAKIP m au p u n  kom binasi dengan hasil w aw ancara  m endalam. 

Evaluasi AKIP a tau  evaluasi a ta s  im plem entasi SAKIP secara 

m endalam  tidak h a ru s  d ilakukan  te rhadap  se lu ru h  elemen, unit, a tau  

pun kebijakan, program, dan  kegiatan pada OPD.

B.Metode dan  Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang d ap a t  d igunakan  dalam  evaluasi AKIP adalah  

kom binasi dari metodologi kualitatif dan  k uan ti ta t if  dengan 

m em pertim bangkan  segi keprak tisan  dan  kegunaan  (kemanfaatan) 

karena  ak an  d isesua ikan  dengan tu juan  evaluasi yang telah d ite tapkan 

dan m em pertim bangkan  kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator 

perlu m enje laskan  tu juan  evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan  

dilakukan, serta  kendala  yang akan  d item ukan  dalam  evaluasi kepada 

p ihak  yang dievaluasi. Langkah pragm atis ini diambil agar dapat lebih 

eepat m em berikan  pe tun juk  u n tu k  perbaikan im plem entasi SAKIP 

schingga d ap a t  m enghasilkan  rekom endasi hasil evaluasi yang 

m eningkatkan  akun tab ili tas  kinerja.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik  evaluasi yang d ap a t  d igunakan  secara  um um  

u n tu k  m em enuhi tu juan  evaluasi, a n ta ra  lain telaah sederhana , survei
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sederhana , survei yang detail dan  m endalam , verifikasi da ta , riset 

terapan  (applied research), survei target evaluasi (target group), 

penggunaan metodc statistik, penggunaan  metode sta tistik  non- 

param etrik , pem bandingan  (benchmarking), analisis  lin tas bagian (cross 

section analysis), analisis  kronologis (time series analysis), tabulasi, 

penyajian pengolahan da ta  dcngan grafik /ikon/sim bol-sim bol, dan  

sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan  d igunakan  oleh evaluator dalam  evaluasi 

AKIP akan  bergan tung  pada:

a. Kedalaman evaluatan  (OPD) dalam  m em aham i dan 

m engim plem entasikan  SAKIP;

b. Tingkatan ta ta ra n  (context) yang dievaluasi dan  bidang (content) 

pe rm asa lah an  yang dievaluasi. Evaluasi pada  tingkat kebijakan 

berbeda dcngan  evaluasi pada tingkat pe laksanaan  program. Begitu 

juga  evaluasi te rhadap  pe laksanaan  program  berbeda pu la  dengan 

evaluasi te rh ad ap  pe laksanaan  kegiatan.

c. Validitas dan  ketersediaan da ta  yang m ungkin  diperoleh.

Beberapa teknik dalam  evaluasi yang d ap a t  d igunakan  dalam 

pe laksanaan  evaluasi AKIP, an ta ra  lain:

a. Cheklist Pengum pulan  Data dan  Informasi

M erupakan teknik pengum pulan  d a ta  dan  informasi dengan 

m enyerahkan  serangkaian  daftar k eb u tu h an  da ta  dan  informasi yang 

akan  diisi dan  d ipenuhi oleh OPD secara  m andiri. Cheklist k eb u tu h an  

da ta  dan  informasi berisi daftar dokum en, da ta , d an /in fo rm asi  yang 

d ib u tu h k an  dalam  pe laksanaan  evaluasi AKIP, sehingga pihak 

penyedia informasi dan  data  (responden) d ap a t  m em enuhi k eb u tu h an  

tersebut.

b. Komunikasi melalui Tanya Jaw ab  Sederhana

M erupakan ben tuk  pengum pulan  d a ta  dan  informasi yang 

d ilakukan  dcngan pengajuan pertanyaan  secara  langsung kepada 

penyedia da ta  dan  informasi. Ja w ab an  yang diterim a dari penyedia 

da ta  dan  informasi d ica ta t secara langsung. Komunikasi dapat 

d ilakukan  dengan  w aw ancara secara  langsung, m au p u n  melalui 

media tclekom unikasi yang tersedia, seperti tclepon, chat, a ta u p u n  

digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya d is iapkan  terlebih dahu lu  

jadwal dan ca ta tan  m engenai hal-hal a tau  m ateri yang akan  

d itanyakan.

Hal penting lainnya yang h a ru s  d ipersiapkan  a n ta ra  lain sikap, 

penam pilan , dan  perilaku yang m engarah  u n tu k  d ap a t  bekerja sam a.
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c. Observasi

M erupakan teknik pengum pulan  d a ta  dan  informasi dengan 

m elakukan  pengam atan  terhadap  su a tu  aktivitas. Observasi di sini 

d im aksudkan  dalam  pengertian sempit, yaitu observasi dengan 

m enggunakan  ala t indera seperti m engunjungi lokasi dalam  rangka 

m engam ati proses dan  jalannya aktivitas.

d. Studi D okum entasi

M erupakan teknik  m engum pulan  d a ta  dan  informasi yang 

tidak secara  langsung  d itu jukan  kepada a ta u  diperoleh dari OPD yang 

dievaluasi, m elainkan melalui sum ber literasi lain seperti pe ra tu ran  

perundangan  dan  media informasi baik cetak m au p u n  elektronik/ 

digital.
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BAB III

MEKANISME EVALUASI AKIP

M ekanisme evaluasi AKIP d ap a t dikelom pokan dalam  beberapa  tahapan , 

an ta ra  lain pendokum entas ian , analisis, dan  in terpretasi d a ta  dan  informasi 

yang d iperlukan dalam  evaluasi AKIP, pem bahasan  dan  penyusunan  

rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan  LI IE AKIP, serta 

pengendalian evaluasi AKIP, seperti gam bar berikut:

P e m b a h a s a n  d a n  

P e n y u s u n a n

R e v iu  R a n c a n g a n  L H E

1. Pendokum entasian , Analisis, dan Interpretasi Data.

Aktivitas u tam a  dalam  pe laksanaan  evaluasi adalah  pengum pulan  

dan  analisis  da ta  serta  m engin terpre tasikan  hasilnya melalui Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE) m au p u n  Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai ala t bantu . 

Hal ini sesuai dengan  tu juan  evaluasi yaitu  u n tu k  m em berikan  keyakinan 

bahwa im plem entasi SAKIP yang telah d ilakukan oleh OPD telah memadai, 

kem udian  d ap a t  diberikan saran  a ta u  rekom endasi guna  m eningkatkan  

AKIP.

2. Pem bahasan  dan  P enyusunan  R ancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum  rancangan  LHE d isu sun , d ilakukan  pem b ah asan  oleh tim 

evaluator, te rm asu k  penanggung jaw ab  a ta s  informasi hasil evaluasi yang 

diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE h a ru s  d isu su n  oleh k e tu a  tim dan 

setidaknya m em uat:

a. N ilai/Predikat Hasil Evaluasi;

b. Kondisi; dan

c. Rekomendasi.

3. Reviu R ancangan LHE AKIP

LHE d isu su n  berdasa rkan  prinsip  kehati-ha tian  dan  

m engungkapkan  hal-hal penting bagi perbaikan  m anajem en kinerja OPD 

yang dievaluasi. Perm asalahan  a ta u  tem uan  sem en ta ra  hasil evaluasi 

(tentative finding) dan  sa ran  perbaikannya h a ru s  d ap a t  d iungkapkan  

secara je las  dan  d ikom unikasikan  kepada pihak OPD yang dievaluasi
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u n tu k  m en d ap a tk an  konfirmasi a ta u p u n  tanggapan  b ah k an  perbaikan

secukupnya.

Penulisan  LHE h a ru s  mengikuti ka idah-kaidah  u m u m  penulisan  

laporan yang baik, a n ta ra  lain pcnggunaan  kalim at yang je las dan  bersifat 

pc rsuasif  u n tu k  perbaikan , tidak m enggunakan  ungkapan  yang ambigu 

sehingga m cm bingungkan  dalam  proses penyim pulan dan  kompilasi data. 

Evaluator h a ru s  berhati-hati dalam m engin terpre tasikan  data  hasil 

evaluasi, m enyim pulkan, dan m enuangkannya  dalam  LHE.

Setelah rancangan  LHE d isu su n  oleh ke tua  tim evaluasi, d ilakukan 

reviu draft LHE secara  berjenjang oleh pengendali teknis dan  Wakil 

Penan ggungjawab u n tu k  m em astikan  objektivitas se r ta  kesesuaian  

s tan d a r  kua litas  LHE, sebelum akhirnya  LHE d itanda tangan i oleh 

penanggung jaw ab  evaluasi.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP d im aksudkan  u n tu k  m enjaga agar 

evaluasi berjalan  sesua i dengan rencana  u n tu k  m encapai tu juan  evaluasi. 

Aktivitas ini perlu d ilakukan agar proses evaluasi te tap  terarah  pada 

kesim pulan  yang berm anfaat, sesuai dengan target, tepat: waktu, serta  

tepat biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang d ap a t  d ilakukan  dengan 

m elakukan  pem b ah asan  berkala internal tim evaluator.

Hal-hal yang berkaitan  dengan pem ben tukan  tim, perencanaan , 

pe laksanaan , dan  pengendalian evaluasi, seperti m ekanism e penerbitan  

su ra t  tugas dan  penerbitan  laporan hasil evaluasi tetap  m engikuti 

kebijakan-kebijakan yang berlaku.
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BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

B erdasarkan  pada  k ebu tuhan  dalam  p c laksanaan  evaluasi AKIP, 

pelaksanaan  evaluasi AKIP d ilakukan melalui d u a  tah ap an  yaitu yang 

pertam a adalah  tah ap an  persiapan  evaluasi a tau  yang bisa d isebu t dengan 

Pra Evaluasi dan  P e laksanaan  Evaluasi itu sendiri, seperti d igam barkan 

sebagai berikut:

Pra Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP

A. Pra Evaluasi AKIP

1. T ujuan dan  Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bcrtu juan  u n tu k  memperoleh gam baran  awal 

secara u m u m  ten tang  OPD yang akan  dicvaluasi, sedangkan  m anfaat 

pra evaluasi, a n ta ra  lain:

a. Memberikan gam baran  pem aham an  d a sa r  m engenai kinerja u tam a  

a tau  peran  d a sa r  OPD yang akan  dicvaluasi;

b. Memberikan gam baran  d asa r  m engenai perkem bangan  implementasi 

SAKIP OPD yang akan  dievaluasi;

c. Memberikan informasi ten tang  fokus prioritas yang menjadi perhatian  

dalam  evaluasi; dan

d. Agar d ap a t  m erencanakan  dan m engorganisasikan evaluasi secara 

berkualitas  dan  sesuai tu juan.

2. Jen is  Data dan  Informasi yang D ikum pulkan pada  Pra Evaluasi

Sesuai dengan tu juan  dan  m anfaat pra evaluasi, beberapa 

da ta / in fo rm as i  yang d iharapkan  diperoleh terkait OPD yang akan  

dievaluasi, a n ta ra  lain:

a. Pera turan  perundangan  yang m endasari dan  yang terkait;

b. Mandat;

c. Tugas, fungsi, dan  kewenangan;

d. S tru k tu r  organisasi;

c. M ubungan/koord inasi dengan organisasi lain;

f. Perm asalahan  dan  isu strategis;

g. Kinerja u tam a  (sasaran  strategis dan  indikator kinerja);

h. Penjenjangan Kinerja;

i. Aktivitas u tam a;

j. Sum ber pembiayaan;

k. Capaian kinerja beserta dengan analisis capa ian  kinerja;
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l. Sistem informasi kincrja yang d igunakan; dan

m. Hasil evaluasi AKIP tah u n  scbelumnya.

D a lam  t a h a p a n  p ra  cv a lu a s i ,  e v a lu a to r  h e n d a k n y a  t id a k  te r je b a k

pada pengum pulan  data  yang terlalu mcndctail, ka rena  pada  dasarnya  

pra evaluasi d ititikberatkan  u n tu k  m em aham i OPD yang akan  dievaluasi 

secara u m u m  yang hasilnya akan  d igunakan  sebagai da ta  awal dalam 

m erencanakan  cvaluasi.

3. Teknik Pengum pulan  Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengum pulan  da ta  dan  informasi pra evaluasi AKIP d ap a t 

d ilakukan  dengan  beberapa  cara, yaitu dengan survei melalui cheklist 

pengum pulan  data  dan informasi, kom unikasi melalui tanya jaw ab 

sederhana  kepada penyedia da ta  dan  informasi, observasi da ta  dan  

informasi, a tau  studi dokum entasi melalui sum ber  literasi lain seperti 

pe ra tu ran  perundangan  dan  media informasi baik cetak  m au p u n  

elektronik/digital. Pengum pulan da ta  dan  informasi pra evaluasi AKIP 

juga  d ap a t  d ilakukan  dengan m elakukan kom binasi d ian ta ra  beberapa 

cara tersebut.

B. Pelaksanaan  Evaluasi AKIP

1. Penetapan Variabcl dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kritcria-kriteria yang telah 

d ite tapkan dengan tetap  m em perhatikan  hasil evaluasi AKIP tahun  

sebelum nya. Data dan informasi yang d igunakan  dalam  evaluasi 

m erupakan  da ta  dan informasi terakhir  yang d igunakan  dalam 

implementasi SAKIP sa a t  evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu 

d iungkap melalui evaluasi AKIP ini, an ta ra  lain:

a. Kualitas pereneanaan  kincrja yang sc laras yang akan  dicapai u n tu k  

m ew ujudkan  hasil yang berkesinam bungan;

b. Pengukuran  kincrja berjenjang dan  berkc lan ju tan  yang telah menjadi 

k e b u tu h a n  dalam  penyesuaian  strategi dalam  m cncapai kinerja;

c. Pelaporan kincrja yang m enggam barkan kualitas  a ta s  pencapaian 

kincrja, baik keberhasilan /kegagalan  kincrja serta  upaya perba ikan / 

penyem purnaannya  yang m em berikan dam p ak  besar dalam 

penyesuaian  s tra teg i/keb ijakan  dalam m encapai kinerja berikutnya; 

dan

d. Evaluasi akun tab ili tas  kinerja internal yang m em berikan kesan  nyata 

(dampak) dalam  peningkatan  implementasi SAKIP u n tu k  efektifitas 

dan  efisiensi kinerja.
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Evaluasi AKIP h a m s  dapat: m em berikan sim pulan  hasil penilaian 

bebcrapa variabcl, a n ta ra  lain kritcria-kriteria  yang ada  dalam 

penerapan  kom ponen-kom ponen m anajem en kinerja yang meliputi 

pc rcncanaan  kinerja, pcngukuran  kinerja, pelaporan kinerja, dan 

evaluasi akun tab ili ta s  kinerja internal sebagai fakta obyektif OPD 

m engim plem entasikan SAKIP. Kom ponen-kom ponen te rsebu t kem udian  

d ituangkan  dalam  Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesua i dengan kriteria 

m asing-m asing  kom ponen. Variabel- variabcl tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan  Kinerja, Pengukuran  Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, d an  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-kom ponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan  Pem anfaatan  pada 

setiap komponen.

c. Kriteria

M erupakan gam baran  kondisi yang perlu dicapai di setiap sub- 

kom ponen u n tu k  d ap a t  dinilai apakah  kondisi te rsebu t su d a h  a tau  

belum dicapai dan  dapat d igam barkan  a tau  tidak. Kriteria dapat 

d isesua ikan  setiap  tah u n n y a  berdasa rkan  pada perkem bangan  AKIP 

di Pem erintah Daerah.

LKE menyajikan kom ponen, sub-kom ponen, se r ta  dilengkapi 

dengan kriteria  penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

S u b  K o m p o n e n

K o m p o n e n S u b  K o m p o n e n  1 

K e b e ra d a a n

S u b  K o m p o n e n  2 
K u a l i t a s

S u b  K o m p o n e n  3  

P e m a n fa a ta n
Total Bobot

2 0 % 3 0 % 5 0 %

Perencanaan K in e rja 6 9 15 3 0

P e nguku ran  K in e rja 6 9 15 3 0

P elaporan K in e rja 3 4 , 5 7 , 5 15

K v a lu a s t  A k u n t a b i l i t a s  

K in e r ja  I n t e r n a l  K in e r ja 3 7 , 5 1 2 , 5 2 5

|  N ilai A k u n ta b ili ta s 20 3 0 50 1 0 0

B erdasar d a ta  dan  informasi yang d ikum pulkan , LKE kem udian  

dianalisis, dan  d igunakan  sebagai b ahan  d asa r  dalam  m enyusun  

Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP d ap a t  d ipetakan  

sebagai berikut:
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Komponpn Snh Komponpn

1. Pcrencanaan Kincrja 1. Dokumcn Pcrencanaan kinerja telah tersedia

2. Dokumen Pereneanaan kinerja telah memenuhi 

s tandar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil 

dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan 

pcnvelarasan (cascading) disetiap level secara logis, 

serta memperhatikan kinerja bidang lain 

(crosscutting)

3. Pereneanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk 

mevvujudkan hasil yang berkesinambungan

2. Pengukuran Kinerja 1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam 

mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan 

telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam 

pemberian Reward dan Punishment, serta 

penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang 

efektif dan efisien

3. Fclaporan Kinerja 1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan 

Kinerja

2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar 

menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, 

informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta 

upaya perbaikan/ penyempurnaannya

3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang 

besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam 

mencapai kinerja berikutnya

4. Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal

3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan 

kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan 

efisiensi

2. Evaluator AKIP

Pclaksana evaluasi AKIP adalah  evaluator pada  APIP yang d ibentuk 

melalui k e p u tu san  pim pinan APIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya 

terdiri dari Penanggung Jaw ab  d a n /a t a u  Wakil Penanggung Jaw ab, 

Pcngcndali Tcknis, Ketua Tim, dan  Anggota Tim yang akan  membagi 

tugas m elaksanakan  evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan  M enyusun 

LHE, serta  m enyam paikannya  kepada OPD yang dievaluasi (Evaluatan).
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Setiap kriteria yang dinilai pada  LKE ini m cm b u tu h k an  

“Judgem en ts” dari evaluator ka rena  terkait dengan pcnilaian kualitatif. 

LKE d isu su n  dengan m aksud  sebagai kertas  kerja evaluator dalam  

m elakukan  pcngum pulan , pcnilaian, analisis, serta  penyim pulan data  

dan informasi.

3. Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP meliputi se lu ruh  en titas  OPD Pem erintah Daerah.

4. Pengisian LKE AKIP

Pcnilaian d ilakukan  pada sub-kom ponen evaluasi AKIP, dan setiap 

sub-kom ponen dinilai be rdasa rkan  pem enuhan  kualitas  dari kriteria. 

Sub-kom ponen akan  dinilai dengan  pilihan jaw aban 

A A /A /B B /B /C C /C /D /E ,  jika kondisi a tau  gam baran  kriteria sesuai 

dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan 

terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan 

secara regional

A (Bobot nilai 90)

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan 

terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari 

pemenuhan kriteria tersebut.

BB (Bobot nilai 80)
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) 

sesuai dengan mandat kebijakan.

B (Bobot nilai 70)
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi 

(>75%-100%)

CC (Bobot nilai 60)
Jika kualitas sebagian besar kriteriatelah terpenuhi 

(>50%-75%).

C (Bobot nilai 50)
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi

(>25%-50%)

D (Bobot nilai 30)
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai 

dipenuhi (>0%-25%).

E (Bobot nilai 0)
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan 

kriteria penialaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-kom ponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam 

pem enuhan  kriteria h a ru s  dilengkapi dengan ca ta tan  berupa keterangan 

beserta  bukti daftar dokum en yang m endukung  dan  relevan. Nilai pada 

sub-kom ponen yang telah terisi akan  te rakum ulasi sehingga diperoleh 

nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.
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5. Penyimpulan Data dan Informasi sctclah Pcngisian LKE

Nilai hasil akh ir dari pen jum lahan  kom poncn-kom ponen 

m em berikan gam baran  tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai 

berikut:

Predikat Interpretasi

AA

(Nilai >90-100)

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola 

dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah 

terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien 

{Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level 

individu.

A

(Nilai > 80 -  90)

Memuaskan

Terdapat gambaran bahvva OPD dapat memimpin perubahan 

dalam mevvujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena 

pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 

4/Pengaw as/ Subkoordinator.

BB

(Nilai > 70 -  80)

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahvva AKIP sangat baik pada 2 /3  unit 

kerja, baik itu unit kerja utama, m aupun unit kerja 

pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan 

mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam 

mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang 

andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran 

kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

B

(Nilai > 60 -  70)

Baik

Terdapat gambaran bahvva AKIP sudah baik pada 1 /3  unit 

kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih 

perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta 

komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja 

baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

CC

(Nilai > 50 -  60)

Cukup (Mcmadai)

Terdapat gambaran bahvva AKIP cukup baik. Namun 

demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak 

mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C

(Nilai > 30 -  50)

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. 

Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga 

masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

I)

(Nilai > 0 - 3 0 )

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat 

diandalkan. Sama sekali belum terdapat pencrapan 

manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ 

perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya 

dalam implementasi SAKIP.
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BAB V

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN BASIL EVALUASI AKIP

Setiap su ra t  tugas yang diterbikan u n tu k  pc laksanaan  cvaluasi AKIP 

h a ru s  m enghasilkan  Lem bar Kerja Evaluasi (LKE) dan  Laporan Basil 
Evaluasi (LBE). LBE AKIP d isu su n  berdasa rkan  berbagai hasil pengum pulan  
da ta  dan  fakta se rta  analisis  yang telah d idokum entas ikan  dalam  LKE. LKE 
tersebut berisi fakta dan  data  yang dianggap relevan dan  berarti u n tu k  
pe ru m u san  tem uan  pcrm asa lahan  serta saran  dan  rekom endasi perbaikan 

peningkatan AKIP.
Data dan  deskripsi fakta ini ditulis kem udian  dianalisis  (pemilahan, 

pem bandingan, pengukuran , dan p en y u su n an  argum entasi) sam pai pada 

sim pulannya dalam  LBE. Pada OPD yang su dah  pernah  dievaluasi, 
pelaporan hasil evaluasi d iharapkan  menyajikan informasi tindak  lanjut dari 
rekom endasi ta h u n  sebelum nya, sehingga diperoleh da ta  yang dapat 
d iperbandingkan dan  d ap a t  diketahui perbaikan-perbaikan  yang telah 
dilakukan. LBE AKIP pada OPD yang dievaluasi olch evaluator APIP, 

disam paikan kepada pim pinan OPD yang dievaluasi.

Format LBE, selain ben tuk  su ra t  (short-form), juga  d ap a t  berben tuk  bab 
yang dikenal dengan ben tuk  penyajian yang pan jang  (long-form). Secara garis 
besar, pen y u su n an  LBE AKIP dapat d isam paikan  seperti berikut:

1. Pendahu luan
a. D asar B ukum  Evaluasi
b. Latar Belakang Evaluasi
c. T ujuan Evaluasi
d. Ruang Lingkup Evaluasi

e. Metodologi Evaluasi
f. G am baran  Um um  OPD
g. G am baran  Umum Implementasi SAKIP OPD
h. Tindak Lanjut Basil Evaluasi T ahun  Sebelum nya (jika periode 

sebelum nya dievaluasi)
2. G am baran  Basil Evaluasi

a. Kondisi, berupa gam baran  baik m au p u n  ca ta tan  kekurangan  ten tang 

kondisi sebelum , sesudah , serta  dam pak  keberhasilan  pada:

1) Evaluasi a ta s  Perencanaan  Kinerja
2) Evaluasi a ta s  Pengukuran  Kinerja
3) Evaluasi a ta s  Pelaporan Kinerja
4) Evaluasi a ta s  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

5) Evaluasi a ta s  Capaian Kinerja
b. Rekomendasi a ta s  ca ta tan  kekurangan  u n tu k  perbaikan

3. Penu tupan
a. Sim pulan
b. Dorongan te rh ad ap  implementasi SAKIP yang lebih baik
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B A B  VI

PENUTUP

Evaluasi AKIP m crupakan  bagian dari siklus m anajem en kinerja OPD. 

Dengan d ite tapkannya  Pcdoman Teknis Evaluasi AKIP ini, d iharapkan  para 

evaluator d ap a t  memiliki a cuan  yang sam a dalam  m elaksanakan  evaluasi. 

Namun demikian, d iharapkan  para evaluator juga  d ap a t  m enggunakan  

inovasi-inovasi baru , scrta  d ap a t  m engem bangkan  secara  te rus-m enerus  

metode dan  teknik  evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya  kebcrhasilan  pe laksanaan  evaluasi AKIP d iharapkan  

dapat m ew ujudkan  tu juan  dari im plem entasi SAKIP itu sendiri, yaitu 

m eningkatnya kinerja scrta m cningkatnya akun tab ili tas  OPD terhadap  

kincrjanya.

24


